



           PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang 
sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi 
pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana 
dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran 
kembali dana kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit perbankan. Hal 
ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak surplus of funds 
(kelebihan dana) dan pihak luck of funds (memerlukan dana). Sebagai agent of 
development bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian 
bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai 
financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap 
pendapatan negara. 
Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung 
perekonomian negara di mana sebagai salah satu pelaku utamanya, bank 
mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediary (perantara) antara 
pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada awal 
kemunculannya, praktek perbankan hanya terbatas pada tukar menukar uang yang 
berlanjut ke usaha penerimaan tabungan, penitipan maupun peminjaman uang 
dengan memungut bunga pinjaman.
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sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di bidang perumahan. Perumahan 
merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia selain kebutuhan pangan dan 
sandang.Manusia memiliki tiga kebutuhan dasar yaitu, sandang, pangan dan 
papan. Kebutuhan perumahan sebagai tempat tinggal, baik di perkotaan maupun 
di pedesaan akan terus semakin meningkat mengingat bertambahnya penduduk 
masyarakat terus meningkat.Dengan adanya pemenuhan kebutuhan rumah sebagai 
tempat tinggal mrupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.Disini peran 
pemerintah dan perusahaan swasta sangatlah penting untuk dapat membantu 
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa :  
Perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 
hidup, perumahan kemuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan 
dan sistem pembiayaan, serta peran masyrakat. 
Sebagai kebutuhan dasar manusia rumah harus dimiliki oleh setiap 
keluarga, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun masyarakat yang 
tinggal padat penduduk di kota. Pemerintah juga harus bertanggung jawab 
menyediakan dan memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh 
rumah.Pembangunan perumahan ditujukan untuk setiap keluarga menempati 
rumah yang layak seperti lngkungan sehat, aman, dan teratur. 





dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga 
benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt).
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Mengenai perjanjian jual 
beli secara kredit itu sendiri belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata 
Indonesia maka sebagai pedoman mengenaiperjanjian jual-beli secara angsuran 
kita lihat beberapa pendapat para ahli hukum. 
Menurut M. Yahya Harahap, SH memberikan pengertian jual-beli dengan 
angsuran sebagai berikut : “Jual-beli cicilan, merupakan salah satu bentuk 
"penjualan kredit". Pembeli wajib membayar harga barang secara termain atau 
berkala.Sebeliknya penjual, biasanya masih tetap berhak menarik barang yang 
dijual dari tangan pembeli, apabila pembeli tidak tepat waktu (niet tijdig) 
membayar harga cicilan, menurut termein yang dijadwalkan”3. 
Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan program untuk 
memudahkan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah untuk 
memenuhi kebutuhan rumah dengan cara pembelian rumah secara kredit melalui 
adanya suatu program Kredit PemilikanRumah (KPR). 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur yang digunakan untuk pembelian rumah beserta hak atas tanahnya 
yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan perumahan, dalam jangka waktu 
tertentu debitur mengembalikan kredit (utangnya) kepada bank disertai dengan 
pemberian bunga.Rumah yang dibeli oleh debitur menjadi jaminan pelunasan 
kredit (utang) debitur kepada bank yang dibebani Hak Tanggungan
4
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Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 
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Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan : “Kredit ialah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi pemberian kredit yang 
secara otomatis akan menyusung resiko kredit macet atau kemungkinan tidak 
terbayanya kewajiban-kewajiban oleh debitur. Disamping itu, apabila suatu bank 
memberikan kredit, tentu harus diperhatikan pula tentang resiko likuiditas yang 
dihapadapi. Resiko kredit dalam pencapaian profit serta resiko likuiditas dan 
profitabilitas yang cukup penting untuk diperhatikan
5
. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak bank harus menerapkan prinsip-
prinsip ke hati-hatian dalam melakukan program KPR untuk memberikan 
kepercayaan terhadap debitur berdasarkan analisis yang mendalam berdasarkan 
kesanggupan dan kemampuan untuk melunasi hutangnya sesuai jatuh tempo 
dalam perjanjian tersebut. Dengan melakukan pengelolaan kredit yang baik dari 
perencanaan pengucuran jumlah kredit, suku bunga, pemberian kredit, analisis 
kredit, dan pengawasan kredit macet.  
Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dalam jual beli kredit pemilikan 
rumah atau KPR secara kredit harus terjadi kesepakatan antara Bank dengan 
nasabah sehingga terjadilah perjanjian secara kredit antara keduanya yang 
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kemudian terjadilah hubungan hukum untuk menimbulkan hak dan kewajiban 
antara keduanya. Hak pembeli atau nasabah merupakan kewajiban dari Bank dan 
hak dari Bank merupakan kewajiban dari nasabah. Oleh karena itu kewajiban 
harus dilaksanakan jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan kewajiban maka 
ia harus bertanggung jawab menurut hukum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal 
tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan 
judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI 
PERUMAHAN SECARA KREDIT ANTARA BANK DENGAN NASABAH DI 
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SLAMET RIYADI” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka 
penulis akan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak Bank dengan 
nasabah di Bank Tabungan Negara? 
2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku pada perjanjian 
jual beli rumah secara kredit antara Bank dan nasabah di Bank Tabungan 
Negara? 
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 






C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari permasalahan dalam penelitian ini dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit antara 
pihak Bank dengan nasabah di Bank Tabungan Negara 
2. Untuk mengetahui hak kewajiban dan peraturan yang berlaku pada 
perjanjian jual beli rumah secara kredit antara Bank dan nasabah 
di Bank Tabungan Negara 
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu 
pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi  
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penulis yang dapat diperoleh dari penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Hasil Penelitian Bagi Penulis 
Peneltian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
dalam bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan tanggung 
jawab hukum terhadap  perjanjian jual beli rumah secara kredit 
(angsuran). 
2. Manfaat Hasil Penelitian Bagi Masyarakat 
Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih 
spesifik yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum ketika membeli 





3. Manfaat Hasil Penelitian Bagi Ilmu Pengetahuan  
Penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu 
pengetahuan hukum perdata dan khususnya mengenai perjanjian jual 
beli rumah secara kredit. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
menganalisanya
6
. Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai 
sebagai materi peneitian ini emnggunakan metode sebagai berikut : 
 
1. Metode  Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif 




Jenis Penelitian  
  Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah dengan penelitian 
deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 
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menggambarkan secara jelas mengenai fakta-fakta dan sistematis 
mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit 
antara Bank dengan Nasabah di Bank Tabungan Negara 
 
2. Sumber Data 
a. Data Sekunder  
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis dari 
sumber-sumber tertulis seperti : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 
permasalahan yang akan di teliti yaitu : 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan dan Pemukiman 
2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu 
hukum, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait. 
3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun 







b. Data Primer  
Bahan hukum yang merupakan data yang diperoleh dari Bank 
Tabungan Negara Cabang Boyolali dari objek penelitian dengan 
observasi di lapangan. 
1) Lokasi Penelitian  
Dalam hal ini penulis memilih lokasi dalam penelitian di 
Bank Tabungan Negara Cabang Boyolali. 
2) Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek yang 
diteliti yaitu dengan informasi dari pihak Bank dan pihak 
Nasabah di Bank Tabungan Negara Cabang Boyalali.  
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penilitia ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari, 
mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas 
serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah 
tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kredit antara Bank dengan 
Nasabah. Data-data tersebut kemudian diinvertarisasi untuk dipelajari 
serta dikutip untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
b. Studi Lapangan 
Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 





1. Observasi  
Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan 
pengecekan data-data perkara yang ada 
hubungannya dengan penulisan yang ada di Bank 
Tabungan Negara Cabang Slamet Riyadi. 
2. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan bertanya secara 
langsung kepada Narasumber di Bank Tabungan 
Negara Cabang Slamet Riyadi. 
4. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusun data-data kepustakaan 
yang berupa peraturan-peraturan, buku-buku literatur yang berhubungan 
dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian jual beli rumah 
secara kredit antara Bank dengan nasabah di Bank Tabungan Negara 
Cabang Slamet Riyadi kemudian dipadukan dengan pendapat responden 







F.   Sistematika Skripsi 
Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan 
penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
1. Latar belakang masalah 
2. Perumusan masalah 
3. Tujuan penelitian 
4. Manfaat penelitian 
5. Metode penelitian 
6. Sistematika penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian tentang Perumahan 
2. Pengertian tentang Perjanjian Jual Beli Perumahan 
3. Pengertian tentang Kredit Pemilikan Rumah 
4. Pengertian tentang Perjanjian Jual Beli Perumahan secara Kredit  
5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan secara Kredit 
6. Perjanjian antara Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan 
secara  
7. Hubungan antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 
8. Hak dan kewajiban serta Peraturan yang Mengatur Perjanjian Kredit 





Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit 
10. Ganti Rugi  
11. Berakhirnya Perjanjian Kredit  
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Pihak Bank dengan nasabah 
di Bank Tabungan Negara 
B. Hak dan Kewajiban serta Peraturan yang berlaku pada perjanjian jual 
beli rumah secara kredit antara Bank dan nasabah di Bank Tabungan 
Negara 
C. Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melanggar peraturan 
dan hak kewajiban dalam perjanjian kredit 
BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
 DAFTAR PUSTAKA 
 LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
